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ABSTRAK 
 
Dewina Sri Antasari Kadola’ (B 121 13 351), dengan judul “Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja”. 
Dibimbing oleh Marthen Arie selaku Dosen Pembimbing I dan Anshori Ilyas 
selaku Dosen Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengawasan pelaksanaan Izin Mendirikan 
Bangunan di Kabupaten Tana Toraja, serta untuk mengetahui faktor-faktor 
penghambat dalam mengawasi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Tana 
Toraja. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja. Adapun yang menjadi objek 
penelitian adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Tana Toraja. Penelitan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan 
Narasumber di lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang 
diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan secara deskriptif 
berbagai hasil wawancara dan menganalisis data tersebut. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Pengawasan terhadap Izin Mendirikan 
Bangunan di Kabupaten Tana Toraja dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja. Dinas tersebut membentuk tim 
untuk mengawasi semua bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Tana Toraja 
yaitu Tim Polisi Sempadan. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan 
sebelum Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan dan Pengawasan setelah Izin 
Mendirikan Bangunan dikeluarkan. Pengawasan sebelum IMB dikeluarkan, 
berupa peninjauan lokasi sebelum surat rekomendasi dikeluarkan. Pengawasan 
setelah IMB dikeluarkan berupa peninjauan apakah aktivitas pembangunan yang 
dilakukan sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam IMB yang telah diberikan. 
Tim Polisi Sempadan masih belum optimal bila ditinjau dari pelanggaran-
pelanggaran yang masih terjadi. Juga lokasi pengawasan yang belum menyeluruh 
pada semua kecamatan di Kabupaten Tana Toraja.  2) Faktor penghambat dalam 
mengawasi Izin mendirikan bangunan di Kabupaten Tana Toraja yaitu; a) belum 
adanya peraturan Bupati yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan Perda 
Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, b) jumlah 
pengawas yang sangat sedikit untuk mengawasi semua bangunan di Kabupaten 
Tana Toraja, dan c) kurangnya kesadaran dari masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada dasarnya, tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk kesejahteraan 
rakyat. Indonesia sebagai sebuah negara mencantumkan tujuan tersebut ke dalam 
alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Dalam alinea ini tergambar dengan jelas tujuan dan cita-cita 
Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia1. Untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan pembangunan 
nasional yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 
pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan 
pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah. 
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menegaskan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi2 yang berarti 
kewenangan pemerintah merupakan kewenangan yang diberikan oleh rakyat. 
Dengan demikian, negara/pemerintah sebagai pemegang kewenangan harus 
mewadahi kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum3 sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan perlindungan dan 
kesejahteraan rakyat harus dibingkai dalam instrumen hukum dan dilaksanakan 
                                                          
1 Lihat alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 
2 Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
3 Lihat pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
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berdasarkan hukum. Menurut Julius Stahl konsep Negara Hukum yang disebutnya 
dengan istilah ‘rechstaat’ itu mencakup empat ciri-ciri, yaitu:4 
1. Hak-hak asasi manusia; 
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan; 
3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang; 
4. Adanya peradilan administrasi. 
Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskah bahwa:  
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
mendapatkan pelayanan kesehatan.” 
Rumah sebagai tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam 
pembentukan watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun 
manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif sehingga 
terpenuhinya tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang 
akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan 
manusia.5 
Rumah merupakan kebutuhan dasar di samping pangan dan sandang. 
Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang meningkat 
bersamaan dengan pertambahan penduduk diperlukan penanganan dengan 
perencanaan yang seksama disertai keikutsertaan dana dan daya yang ada dalam 
masyarakat. Setiap manusia dihadapkan pada tiga (3) kebutuhan dasar, yaitu 
pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (rumah). Kebutuhan akan 
rumah sebagai tempat tinggal atau hunian, baik di perkotaan maupun perdesaan 
                                                          
4 Romi Librayanto. Ilmu Negara Cetakan Kedua. Pustaka Refleksi. Makassar. 2012. Hal. 156 
5 Urip Santoso. Hukum Perumahan. Kencana. Jakarta. 2014. Hal. 1 
3 
 
terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada dasarnya, 
pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian merupakan 
tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Namun demikian, pemerintah dan 
perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan 
didorong untuk dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan 
rumah sebagai tempat tinggal atau hunian.6 
Pembangunan rumah ditujukan agar setiap keluarga menempati rumah 
yang layak dalam lingkungan yang baik dan sehat.7 Rumah yang layak adalah 
bangunan rumah sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan 
bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. 
Lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur merupakan lingkungan yang 
memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, 
penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya.8 
Dalam pembangunan rumah, diperlukan peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar hukum, kebijakan, arahan, dan pedoman dalam pelaksanaan 
pembangunan rumah dan menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah, 
kasus, dan sengketa. Pembangunan rumah oleh siapapun harus mengikuti 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 
sehingga tidak menimbulkan masalah, sengketa, dan kerugian. Begitu banyak 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perumahan. 
Mulai dari undang-undang yang mengatur mengenai tanah, mengenai perumahan, 
mengenai bangunan gedung, maupun mengenai izin mendirikan bangunan.  
                                                          
6 Ibid hal. 2 
7 Lihat di pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
8  Urip, op.cit hal. 3 
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Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengatur 
fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan 
bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan 
gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan 
kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung, ketentuan tentang peran 
masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksinya. 
Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas 
kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung 
dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan 
dan berkeadilan. Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif bukan 
hanya dalam rangka pembangunan pemanfaatan bangunan gedung untuk 
kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan 
persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada 
umumnya. Segala kegiatan pembangunan tentu saja harus memenuhi standar dan 
syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti surat-
surat dan segala kelengkapannya.9 
Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah 
untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, 
disamping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan 
terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan 
diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu diantaranya:10 
                                                          
9 Teguh Sutanto. Panduan Praktis dan Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya. PT Suka 
Buku. Jakarta. Halaman 74 
10 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja.Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan 
Pelayanan Publik. Nuansa. Bandung. 2012. Hal. 94-95 
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1. Adanya suatu kepastian hukum 
2. Perlindungan kepentingan hukum 
3. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan 
4. Pemerataan distribusi barang tertentu. 
Perizinan di bidang pembangunan tentunya memerlukan pengawasan. 
Pengawasan tersebut dilakukan oleh aparat pemerintahan. Hal ini untuk 
menghindari penyimpangan yang dilakukan terhadap surat izin yang dikeluarkan. 
Namun dalam kenyataannya, masih banyak warga pemegang izin yang melakukan 
pelanggaran. Masih banyak pula yang mendirikan bangunan tanpa memiliki izin 
mendirikan bangunan. Mendirikan bangunan di bantaran sungai, merenovasi 
rumah dengan mengubah bentuk atau struktur bangunan tanpa mengurus IMB 
terlebih dahulu, membangun rumah yang tidak sesuai dengan IMB dan mengubah 
fungsi bangunan tanpa mengurus IMB terlebih dahulu. Begitu banyak kasus 
tersebut yang ditemui di kabupaten Tana Toraja. Tentu banyak yang bertanya, 
apakah pemerintah tidak mengawasi pembangunan-pembangunan di Tana Toraja 
sehingga hal-hal tersebut masih banyak ditemukan.  
Dari uraian diatas, penulis kemudian tertarik untuk meneliti dan 
membahas lebih dalam dengan mengambil judul “Pengawasan Pelaksanaan Izin 
Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
akan dibahas adalah: 
6 
 
1. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di 
Kabupaten Tana Toraja? 
2. Apakah faktor penghambat dalam mengawasi Izin Mendirikan 
Bangunan di Kabupaten Tana Toraja? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan Izin Mendirikan 
Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor  penghambat dalam mengawasi Izin 
Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
D. Manfaat Penelitian 
Pembahasannya kemudian diharapkan untuk: 
1. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam 
melaksanakan tugas pengawasan guna memecahkan persoalan-
persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan sehingga memperkaya 
pengetahuan mengenai hukum administrasi negara. Selain itu, 
Menjadi bahan acuan atau pembanding bagi mahasiswa yang 
melakukan penelitian mengenai pengawasan pelaksanaan izin 
mendirikan bangunan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengawasan 
1. Pengertian Pengawasan 
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang 
akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu 
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang 
telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan 
tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau 
evaluasimengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. 
Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan 
dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam 
pelaksanaan kerja tersebut.11 
Menurut S.P. Siagiaan, pengawasan merupakan proses pengamatan pada 
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 
pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.12 
Menurut Dalton E. Mc Farland sebagimana dikutip oleh Suwarno 
Handayaningrat, Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin 
mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 
                                                          
11 Adrian Sutedi, 2012. Hukum Keuangan Negara, Jakarta, hlm. 171 
12 S.P Siagiaan, 1980. Administrasi Pembangunan, Jakarta, hlm. 2 
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bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang 
telah ditentukan.13 
Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan sebagai suatu proses 
pengamatan terhadap seluruh rangkaian rencana yang telah ditetapkan 
sebelumnya dalam suatu kegiatan kerja organisasi atau satuan kerja dan unit-
unit kerja.14 Lebih lanjut, Sondang menyatakan bahwa pengawasan adalah 
proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.15 
Dari segi Hukum Administrasi Negara, pengawasan dimaknai sebagai 
proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 
dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, 
direncanakan, atau diperintahkan.16Menurut Sutedi, pengawasan bekerja 
dengan memakai semua undang-undang, prosedur dan tata cara yang telah 
ditetapkan sebagai tolak ukur atau pebanding untuk mengetahui apakah 
pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik.17 
Victor M. Situmorang mendefinisikan pengawasan adalah setiap usaha 
dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas 
yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.18 
 
                                                          
13 Suwarno Handayaningrat, 1996. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, hlm. 8 
14 Sondang P. Siagian, 1986. Filsafat Administrasi, Jakarta, hlm. 19 
15 Ibid., hlm 20. 
16Prajudi Admosudirjo, 1994. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, hlm. 84 
17Adrian Sutedi, 2012. Aspek Hukum kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59 
18 Victor M Situmorang, 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur 
Pemerintah. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 21 
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2. Maksud dan Tujuan Pengawasan19 
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari 
pemerintah yang telah dilaksanakan maka perlu ada pengawasan karena 
dengan pengawasan tersebut serta tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat 
dengan berpedoman rencana (planning) yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah sendiri. Sehingga pada prinsipnya, pengawasan diadakan dengan 
maksud untuk: 
a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak; 
b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-
kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru; 
c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan 
dalam dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan 
yang telah direncanakan; 
d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau 
tidak; 
e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam planning yaitu standard. 
Sedangkan menurut Leonard D. White bahwa maksud pengawasan itu 
adalah: 
                                                          
19Ibid, hlm. 22-27 
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a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan 
yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari 
rakyat; 
b. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang telah dijamin oleh 
undang-undang dari pada tindakan peyalahgunaan kekuasaan. 
Kemudian mengenai maksud pengawasan ini dikatakan oleh Arifin Abdul 
Rachman adalah:  
a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan; 
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai 
dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan; 
c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-
kesulitan dan kegagalan-kegagalannya sehingga dapat diadakan 
perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah 
pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah; 
d. Untuk mengetahui apakah segalansesuatu berjalan efisien dan 
apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut 
sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar. 
Adapun tujuan dari pengawasan yaitu: 
a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa 
yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang 
berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi 
masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud 
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pengawasan masyarakat (control social) yang objektif, sehat dan 
bertanggung jawab; 
b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur 
pemerintah, tumbuhnya disiplin kerjayang sehat. Agar adanya 
kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, 
tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa 
bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-
hal yang tercela terhadap masyarakat. 
Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk: 
a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan 
dan perintah; 
b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan; 
c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan; 
d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa 
yang dihasilkan; 
e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 
organisasi. 
3. Macam-macam Pengawasan 
Menurut Victor M. Situmorang, dalam suatu negara terlebih-lebih dalam 
negara yang sedang berkembang atau membangun, maka control/pengawasan 
sangat urgen atau penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, 
eksternaal, internal, preventif, maupun represif agar maksud atau tujuan yang 
telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau 
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organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan 
macam-macam pengawasan berdasarkan sifatnya, yakni:20 
a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung 
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara 
pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, 
memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat 
pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari 
pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. 
Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-
laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, 
mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya. 
b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif 
Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum 
pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan 
terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, 
rencana penggunaan tenaga, dan sumber-sumber lain. 
Pengawasan represif dilakukan melalui post-audit dengan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), memnita 
laporan pelaksanaan dan sebagainya. 
c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern 
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus 
                                                          
20 Ibid, hlm. 27. 
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dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi, di dalam 
praktek hal ini tidak selalu mungkin. Oleh karena itu, setiap 
pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban 
membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara 
fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 
Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat di luar organisasi itu sendiri. 
Di samping itu, menurut Victor M. Situmorang, macam-macam 
pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya, yakni: 
a. Pengawasan anggaran pendapatan (budgetary control); 
b. Pengawasan biaya (cost control); 
c. Pengawasan barang inventaris (inventory control); 
d. Pengawasan produksi (production control); 
e. Pengawasan jumlah hasil kerja (quality control); 
f. Pengawasan pemeliharaan (maintenance control). 
Adapun macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat ialah: 
a. Pengawasan Melekat  
Adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian 
yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas 
bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna 
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sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
b. Pengawasan Fungsional 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara 
fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, 
yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan 
dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
c. Pengawasan Masyarakat 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang 
disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah 
yang berkepentingan berupa sumbangan pemikiran, saran, gagsan 
atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang 
disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. 
d. Pengawasan Legislatif 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan 
rakrat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum 
pemerintah dan pembangunan. 
 
B. Perizinan 
1. Pengertian Perizinan 
Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat 
dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja 
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yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah 
yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan ke dalam 
sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. 
Selain itu, untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau 
kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin.21 
Izin memiliki beberapa kesamaan seperti dispensasi, konsesi, dan lisensi. 
Dispensasi merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan 
suatu perbuatan dan kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. 
Menurut W.F Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan 
pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan 
menjadi tidak berlaku lagi bagi sesuatu hal yang istimewa (relaxio 
legis).22Konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan 
yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga 
sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah 
diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin (konsesionaris). 
Menurut H. D. van Wijk, “de consessiefiguur wordt vooral gebruikt voor 
activiteiten van openbaar belangdie de oveheid niet zelf verricht maar 
overlaat aan particuliere ondernemingen” (bentuk konsesi terutama 
digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, 
yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada 
perusahaan-perusahaan swasta).23 Lisensi adalah suatu izin yang memberikan 
hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk 
                                                          
21 Nomensen Sinamo, 2010. Hukum Administrasi Negara. Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm.  77 
22 Ridwan H.R, 2011. Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 197 
23 Ibid 
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menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseoranga untuk menjalankan 
suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.  
Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, 
demikian menurut Sjachran Basah. Apa yang dikatakan Sjachran Basah 
agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda seperti dikemukakan 
van der Pot “Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te 
vindem”, (Sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin 
itu). Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian 
paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang 
didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat 
definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.  
Di dalam Kamus Hukum, izin dijelaskan sebagai perkenan/izin dari 
pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang 
disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan 
khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang 
sama sekali tidak dikehendaki.24 
Beberapa pengertian izin menurut pakar yaitu:25 
a. Ateng Syafruddin 
Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang 
dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan 
umum dalam peristiwa konkret. 
b. Sjachran Basah 
                                                          
24 Ibid, hlm. 198 
25 Ibid 
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Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang 
mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan 
persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
c. E. Utrecht 
Bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu 
perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja 
diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, 
maka keputusan administrasi negara  yang memperkenankan 
perbuatan tersebut bersifat suatu izin. 
d. Bagir Manan 
Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 
memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang 
secara umum dilarang. 
e. N. M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam 
arti luas dan sempit. 
Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak 
digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan 
izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para 
warga.tu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang 
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. 
18 
 
Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang 
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 
sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan 
yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus 
atasnya. 
Izin dalam arti sempit yaitu pengikatan-pengikatan pada suatu 
peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat 
undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk 
menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah 
mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang 
tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan 
dapat melakukan pengawasan sekadarnya. 
Yang pokok pada izin dalam arti sempit yaitu bahwa suatu 
tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar 
dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan 
dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. 
Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam 
keadaan-keadaan yang sangan khusus, tetapi agar tindakan-
tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu 
(dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan). 
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2. Unsur-unsur Perizinan26 
Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan 
bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan 
perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut 
prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur 
dalam perizinan, yaitu: 
a. Instrumen Yuridis 
Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang 
bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk 
menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai 
keputusan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang 
berlaku bagi keputusan pada umumnya. 
b. Peraturan Perundang-undangan 
Setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi 
pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada 
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan 
hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada 
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau 
harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan 
hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat 
                                                          
26 Ibid,  hlm. 201 
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dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena 
tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut 
menjadi tidak sah. 
c. Organ Pemerintah 
Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan 
pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 
Mulai dari administrasi negara tertinggi sampai administrasi negara 
terendah berwenang memberikan izin. Terlepas dari beragamnya 
organisasi pemerintahan yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah 
bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan.  
Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan 
izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan 
izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran 
yang hendak dicapai. Keputusan-keputusan pejabat sering 
membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan 
waktu berbulan-bulan dan mata rantai dalam prosedur perizinan 
banyak membuang waktu dan biaya. Oleh karena itu dalam 
perizinan dilakukan deregulasi yang mengandung arti peniadaan 
berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang 
berlebihan. Karena peraturan peraturan perundang-undangan yang 
berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan 
pemerintah atau negara, maka deregulasi pada dasarnya bermakna 
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mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan 
kemasyarakatan tertentu di bidang ekonomi sehingga deregulasi itu 
pada ujungnya bermakna debirokratisasi. Meskipun deregulasi dan 
debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan dan 
hampir selalu dipraktikkan dalam kegiatan pemerintahan, namun 
dalam suatu negara hukum tentu saja harus ada batas-batas atau 
rambu-rambu yang ditentukan oleh hukum. 
d. Peristiwa Konkret 
Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan yang 
digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret 
dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi 
pada waktu tertentu, orang tertentu, temapt tertentu, dan fakta 
hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan 
dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun 
memiliki berbagai keberagaman. Izin yang jenisnya beragam itu 
dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari 
kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi 
instansi yang menerbitkannya. Berbagai jenis izin dan instansi 
pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan 
kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin 
tersebut.  
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e. Prosedur dan persyaratan 
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur 
tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di 
samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga 
harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan 
secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan 
persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan 
izin, dan instansi pemberi izin. 
3. Sifat-sifat Perizinan 
Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara 
yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai 
berikut: 
a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara 
yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis 
serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan 
yang besar dalam memutuskan pemberian izin. 
b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha 
negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis 
dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar 
kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh 
mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. 
c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya 
mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin 
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yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik 
pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam 
arti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan 
yang tidak akan ada tanpa keputusdan tersebut. 
d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya 
mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-
ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang 
bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban 
kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. 
e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut 
tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa 
berlakunya relatif pendek. 
f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut 
tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif 
lama.  
g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung 
pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. 
h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya 
tergantung pada sifat dan objek izin. 
4. Fungsi dan Tujuan Perizinan 
Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi 
penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan 
agar izin atau tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan 
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masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain sehingga ketertiban 
dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi 
mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai 
dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah 
diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut sebagai 
fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.27 
Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian 
daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya 
berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang 
berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. 
Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:28 
a. Dari sisi pemerintah 
1) Untuk melaksanakan peraturan 
Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan 
tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau 
tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. 
2) Sebagai sumber pendapatan daerah 
Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara 
langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena 
setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar 
retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pendapatan di 
                                                          
27 Adrian Sutedi op.cit hlm. 193 
28 Adrian Sutedi op.cit hlm. 200 
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bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai 
pembangunan. 
b. Dari sisi masyarakat 
1) Untuk adanya kepastian hukum 
2) Untuk adanya kepastian hak 
3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila 
bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih 
mudah mendapat fasilitas. 
Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan, fungsi dari izin bangunan ini dapat 
dilihat dalam beberapa hal.29 
a. Segi Teknis Perkotaan 
Pemberian izin mendirikan bangunan sangat penting artinya bagi 
pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan, dan merencanakan 
pembangunan perumahan di wilayahnya sesuai dengan potensial 
dan prioritas kota. Untuk mendapatkan pola tersebut, pelaksanaan 
pembangunan di ataswilayah suatu kota diwajibkan memiliki izin 
mendirikan bangunan dan penggunaannya sesuai dengan yang 
disetujui oleh Dinas Perizinan dan Pengawasan Kota atau dinas 
terkait. 
Dengan adanya pengaturan pembangunan perumahan melalui izin 
ini, pemerintah di daerah dapat merencanakan pelaksanaan 
pembangunan berbagai sarana serta unsur kota dengan berbagai 
                                                          
29 Adrian Sutedi op.cit hlm. 194 
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instansi yang berkepentingan. Hal ini penting artinya agar wajah 
perkotaan dapat ditata rapi  serta menjamin keterpaduan 
pelaksanaan pekerjaan pembangunan perkotaan. 
b. Segi Kepastian Hukum 
Izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan dan 
pengendalian bagi pemerintahdalam hal pembangunan perumahan. 
Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam 
pengaturan rumah selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin 
mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapatkan kepastian 
hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan, sehingga tidak 
adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan 
memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketenteraman 
dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan. 
Selain itu, izin mendirikan bangunan tersebut bagi si pemiliknya 
dapat berfungsi antara lain  sebagai berikut. 
1) Bukti milik bangunan yang sah. 
2) Kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal 
berikut. 
a) Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan 
yang bersifat untuk kepentingan umum. 
b) Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan 
lainnya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah. 
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c) Segi pendapatan daerah, dalam hal ini pendapataan 
daerah maka izin mendirikan bangunan merupakan salah 
satu sektor pemasukan yang tidak dapat diabaikan begitu 
saja. Melalui pemberian izin ini dapat dipungut retribusi 
izin mendirikan. Retribusi atas izin mendirikan bangunan 
itu ditetapkan berdasarkan persentase dari taksiran biaya 
bangunan dibedakan menurut fungsi bangunan tersebut. 
Retribusi izin mendirikan bangunan dibebankan kepada 
setiap orang atau badan hukum yang namanya tercantum 
dalam surat izin yang dikeluarkan itu. 
5. Bentuk dan Isi Perizinan30 
Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu 
dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin 
memuat hal-hal sebagai berikut: 
a. Organ yang berwenang 
Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari 
kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana 
yang memberikan izin.  
b. Yang dialamatkan 
Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan.Biasanya izin lahir 
setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. 
c. Dictum 
                                                          
30Ridwan H.R op.cit hlm. 209 
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Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus 
memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. 
Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang 
ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktumyang merupakan 
inti dari keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut. 
d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat 
Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung 
ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan 
keputusan yang berizi izin.Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-
kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang 
menguntungkan. 
Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, 
dimasukkan pembatasan-pembatasan.Pembatasan-pembatasan 
dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari 
lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan 
dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau 
dengan cara lain.  
Di samping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat, akibat-
akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu 
peristiwa di kemudian hari yang belum pasti.Dalam keputusan 
yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat 
penangguhan. 
29 
 
e. Pemberian alasan 
Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan 
ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, 
dan penetapan fakta.Penyebutan ketentuan undang-undang 
memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ 
penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. 
Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh 
yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal 
mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan 
hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk 
memberikan atau menolak permohonan izin. 
f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan 
Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang 
dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan 
dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada 
ketidakpatuhan.Pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk 
bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan 
berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang 
berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian 
hari. 
6. Izin sebagai Instrumen Pengawasan  
Penggunaan izin sebagai instrumen pengawasan ditunjukkan dengan 
pemberian izin-izin tertentu bagi aktifitas masyarakat. Berbagai persyaratan-
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persyaratan dalam pengurusan izin merupakan pengendali dalam 
memfungsikan izin itu sebagai alat untuk mengawasi aktifitas masyarakat, 
dan perbuatan yang dimintakan izin adalah perbuatan yang memerlukan 
pengawasan khusus, dan dalam memberikan izin menjual minuman keras, 
ditetapkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin.31 
Pengawasan dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi warga negara 
terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara. Pemerintah 
menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintahan 
yang bersifat strategis, policy atau ketentuan-ketentauan umum melalui 
tindakan-tindakan pemerintahan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, 
hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara.32 
Fungsi pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan mutlak 
diperlukan untuk menghindari penyimpangan terhadap izin yang telah 
dikeluarkan agar tidak disalahgunakan. Pengawasan terhadap izin adalah 
tanggungjawab lembaga yang mengeluarkan izin tersebut.33 
Berkaitan dengan perihal pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan 
pemerintah dalam pemberian izin, maka guna mewujudkan tata pemerintahan 
yang baik maka aparatur pemerintah dalam melaksanakan fungsinya harus 
dapat memenuhi seluruh ketentuan, utamanya dalam menentukan apakah 
                                                          
31 http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4071, diakses pada 19 Mei 2017 pukul 23.30 
WITA. Jurnal Oleh Muh. Zulfan Hakim berjudul “Izin Sebagai Instrumen Pengawasan dalam 
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik” hlm. 13 
32 Ibid. 
33 Ibid, hlm. 14  
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sebuah izin bisa diberikan atau tidak, dan selanjutnya tentu saja mengawasi 
pelaksanaan izin tersebut apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.34 
C. Izin Mendirikan Bangunan  
1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan 
Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan 
atau di dalam tanah dan atau air, dalam bentuk gedung yang berfungsi baik 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatan untuk harian atau tempat tinggal 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan 
khusus. Secara umum, bangunan adalah sesuatu yang memakan tempat.35 
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 
kegiatan khusus.36 
Adapun pengertian mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan 
bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun 
atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan 
bangunan.37 
                                                          
34 Ibid, hlm. 15 
35 Adrian Sutedi, op.cit, hlm. 195 
36 Lihat UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung 
37 Adrian Sutedi, op.cit, hlm. 195 
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Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah 
daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan bangunan 
yang dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tata 
ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang 
menempati bangunan tersebut.38 Izin mendirikan bangunan gedung adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.39 
 
2. Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan 
a. UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
1) Pasal 7, ayat (1) menyebutkan bahwa : "Setiap bangunan gedung 
harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
sesuai dengan fungsi bangunan gedung." 
2) Pasal 7, ayat (2) menyebutkan bahwa: "Persyaratan administratif 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 
persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan 
gedung, dan izin mendirikan bangunan." 
3) Pasal 8, ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap bangunan gedung 
harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi: 
                                                          
38 Adrian Sutedi, op.cit,  
39 Lihat PP No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang 
bangunan gedung 
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a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang 
hak atas tanah; 
b. status kepemilikan bangunan gedung; dan 
c. izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku." 
4) Pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Ketentuan mengenai izin 
mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah." 
b. UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
1) Pasal 35 menyebutkan bahwa: "Pengendalian pemanfaatan ruang 
dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, 
pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi." 
2) Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Ketentuan perizinan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." 
3) Pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Izin pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan 
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan." 
4) Pasal 37 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Izin pemanfaatan ruang 
yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur 
yang benar, batal demi hukum." 
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5) Pasal 37 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Izin pemanfaatan ruang 
yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian 
terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan 
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya." 
6) Pasal 37 ayat (6) menyebutkan bahwa: "Izin pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang 
wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
dengan memberikan ganti kerugian yang layak." 
7) Pasal 37 ayat (7) menyebutkan bahwa: "Setiap pejabat pemerintah 
yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang 
menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang." 
8) Pasal 37 ayat (8) menyebutkan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut 
mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang 
layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur 
dengan peraturan pemerintah." 
9) Pasal 60 menyebutkan bahwa: "Dalam penataan ruang, setiap orang 
berhak untuk: 
(e) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
kepada pejabat berwenang; dan 
(f) mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah 
dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang 
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tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan 
kerugian." 
10) Pasal 61 menyebutkan bahwa: "Dalam pemanfaatan ruang, setiap 
orang wajib: 
(b) memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 
dari pejabat yang berwenang; 
(c) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 
pemanfaatan ruang;" 
11) Pasal 63 menyebutkan bahwa: "Sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa: 
(e) pencabutan izin; 
(f) pembatalan izin; 
(g) pembongkaran bangunan;" 
c. PP RI No. 36 tahun 2005 
1) Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Fungsi dan klasifikasi 
bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang 
diatur dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL." 
2) Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Fungsi dan klasifikasi 
bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam 
pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedung." 
3) Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Pemerintah daerah 
menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2), kecuali bangunan gedung fungsi khusus 
oleh Pemerintah, dalam izin mendirikan bangunan gedung 
berdasarkan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL." 
4) Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Fungsi dan klasifikasi 
bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru izin 
mendirikan bangunan gedung." 
5) Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Perubahan fungsi dan 
klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah 
dalam izin mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung 
fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah." 
6) Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Persyaratan administratif 
bangunan gedung meliputi: 
a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak 
atas tanah; 
b. status kepemilikan bangunan gedung; dan 
c. izin mendirikan bangunan gedung." 
7) Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Kegiatan pendataan untuk 
bangunan gedung baru dilakukan bersamaan dengan proses izin 
mendirikan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan 
dan pemanfaatan bangunan gedung." 
8) Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang akan 
mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan 
bangunan gedung." 
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9) Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Izin mendirikan bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 
pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh 
Pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan 
gedung." 
10) Pasal 14 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Pemerintah daerah wajib 
memberikan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi 
yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan 
permohonan izin mendirikan bangunan gedung." 
11) Pasal 14 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Surat keterangan rencana 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi: 
a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi 
bersangkutan; 
b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; 
c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan 
KTB yang diizinkan; 
d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang 
diizinkan; 
e. KDB maksimum yang diizinkan; 
f. KLB maksimum yang diizinkan; 
g. KDH minimum yang diwajibkan; 
h. KTB maksimum yang diizinkan; dan 
i. jaringan utilitas kota." 
12) Pasal 14 ayat (5) menyebutkan bahwa: "Dalam surat keterangan 
rencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk 
lokasi yang bersangkutan." 
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13) Pasal 14 ayat (6) menyebutkan bahwa: "Keterangan rencana 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), 
digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan 
gedung." 
14) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap orang dalam 
mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi 
dengan: 
a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti 
perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11; 
b. data pemilik bangunan gedung; 
c. rencana teknis bangunan gedung; dan 
d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan 
gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap 
lingkungan." 
15) Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Untuk proses pemberian 
perizinan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak 
penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, harus mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli 
bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik. 
16) Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa : “Permohonan izin 
mendirikan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh 
bupati/walikota, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh 
Gubernur, untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah 
dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung." 
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17) Pasal 15 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Izin mendirikan bangunan 
gedung merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas 
umum kabupaten/kota." 
18) Pasal 29 menyebutkan bahwa: "Bangunan gedung yang dibangun 
di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) pengajuan 
permohonan izin mendirikan bangunan gedungnya dilakukan 
setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang." 
19) Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Izin mendirikan bangunan 
gedung untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selain 
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15, wajib 
mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan 
dengan mempertimbangkan pendapat publik." 
20) Pasal 63 ayat (5) menyebutkan bahwa: "Dokumen rencana teknis 
bangunan gedung berupa rencana-rencana teknis arsitektur, struktur 
dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang-
dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, 
rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan 
syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan/atau 
laporan perencanaan." 
21) Pasal 64 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Dokumen rencana teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) diperiksa, dinilai, 
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disetujui, dan disahkan untuk memperoleh izin mendirikan 
bangunan gedung." 
22) Pasal 64 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Penilaian dokumen 
rencana teknis dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap 
pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek 
lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung." 
23) Pasal 64 ayat (7) menyebutkan bahwa: "Persetujuan dokumen 
rencana teknis diberikan terhadap rencana yang telah memenuhi 
persyaratan sesuai dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dalam bentuk persetujuan tertulis oleh pejabat yang 
berwenang." 
24) Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Dokumen rencana teknis 
yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7) 
dikenakan biaya izin mendirikan bangunan gedung yang nilainya 
ditetapkan berdasarkan klasifikasi bangunan gedung. 
25) Pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Dokumen rencana teknis 
yang biaya izin mendirikan bangunan gedungnya telah dibayar, 
diterbitkan izin mendirikan bangunan gedung oleh bupati/walikota, 
kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh 
Gubernur, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh 
Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah." 
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26) Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pelaksanaan konstruksi 
bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung 
memperoleh izin mendirikan bangunan gedung." 
27) Pasal 72 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pemanfaatan bangunan 
gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung 
sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan 
bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan 
pemeriksaan secara berkala." 
28) Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Perpanjangan sertifikat laik 
fungsi bangunan gedung pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh 
pemerintah daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk 
rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, dan dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya, berdasarkan 
hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung terhadap 
pemenuhan persyaratan teknis dan fungsi bangunan gedung sesuai 
dengan izin mendirikan bangunan gedung." 
29) Pasal 91 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Bangunan gedung yang 
dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki 
lagi; 
b. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi 
pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau 
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c. bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan 
gedung." 
30) Pasal 91 ayat (6) menyebutkan bahwa: "Untuk bangunan gedung 
yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemerintah daerah 
menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan 
surat penetapan pembongkaran." 
31) Pasal 112 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pemerintah daerah 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan 
daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan 
izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi 
bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan 
pembongkaran bangunan gedung." 
32) Pasal 113 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pemilik dan/atau 
pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini 
dikenakan sanksi administratif, berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 
pembangunan; 
d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan 
gedung; 
e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; 
f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; 
g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 
h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau 
i. perintah pembongkaran bangunan gedung." 
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33) Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pemilik bangunan gedung 
yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali 
berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari 
kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa 
pembatasan kegiatan pembangunan." 
34) Pasal 114 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Pemilik bangunan gedung 
yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan 
perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan 
pembekuan izin mendirikan bangunan gedung." 
35) Pasal 114 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Pemilik bangunan gedung 
yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
selama 14 (empat belas) hari kelender dan tetap tidak melakukan 
perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, 
pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan perintah 
pembongkaran bangunan gedung." 
36) Pasal 115 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pemilik bangunan gedung 
yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar 
ketentuan Pasal 114 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian 
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sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan 
gedung." 
37) Pasal 115 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pemilik bangunan gedung 
yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan 
sanksi perintah pembongkaran." 
38) Pasal 118 menyebutkan bahwa: "Dengan berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini: 
a. izin mendirikan bangunan gedung yang telah dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah dinyatakan tetap berlaku; dan 
b. bangunan gedung yang belum memperoleh izin mendirikan 
bangunan gedung dari pemerintah daerah, dalam jangka waktu 
paling lambat 6 (enam) bulan sudah harus memiliki izin 
mendirikan bangunan gedung." 
d. Perda  Kabupaten Tana Toraja No. 1 Tahun 2016 
1) Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Bangunan yang sudah 
terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan 
tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, 
peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, 
RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.” 
2) Pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Dalam hal pemilik 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan 
pemutihan dikenakan sanksi adminitratif berupa peringatan tertulis 
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untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan 
gedung.” 
3) Pasal 22 menyebutkan bahwa: “Bangunan yang sudah terbangun 
sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak 
memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, 
peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, 
RTBL, dan/ atau RTRK dikenakan sanksi berupa perintah 
pembongkaran bangunan gedung.” 
4) Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Bangunan yang sudah 
terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan 
tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, 
peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, 
RTBL, dan/atau RTRK dilakukan sanksi adminisratif dan/atau 
denda. 
5) Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pembongkaran bangunan 
harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan 
keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.” 
6) Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pembongkaran bangunan 
meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan 
pembongkaran bangunan, yang dilakukan dengan mengikuti 
kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi.” 
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7) Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pemerintah Daerah 
mengidentifikasi bangunan yang akan ditetapkan untuk dibongkar 
berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.” 
8) Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Bangunan yang dapat 
dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 
a. bangunan yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki 
lagi; 
b. bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi 
pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau 
c. bangunan yang tidak memiliki IMB 
9) Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa: “Untuk bangunan yang 
tidak memiliki IMB  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 
Pemerintah Daerah menetapkan bangunan tersebut untuk dibongkar 
dengan surat penetapan pembongkaran.” 
10) Pasal 25 ayat (7) menyebutkan bahwa: “Isi surat penetapan 
pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan 
ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.” 
11) Pasal 25 ayat (9) menyebutkan bahwa: “Dalam hal pemilik 
dan/atau pengguna bangunan tidak melaksanakan pembongkaran 
bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 
penerbitan perintah pembongkaran, pembongkaran dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah yang dapat menunjuk penyedia jasa 
pembongkaran bangunan atas biaya pemilik kecuali bagi pemilik 
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rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung 
oleh Pemerintah Daerah.” 
12) Pasal 25 ayat (10) menyebutkan bahwa: “Biaya pembongkaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibebankan kepada pemilik 
bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling 
banyak 10% (sepuluh per seratus) dari total bangunan.” 
13) Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pemilik bangunan gedung 
dapat mengajukan pembongkaran bangunan gedung dengan 
memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemerintah 
Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus kepada 
Pemerintah, disertai laporan terakhir hasil pemeriksaan secara 
berkala.” 
14) Pasal 26 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Penetapan bangunan 
gedung untuk dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan melalui penerbitan surat penetapan atau surat 
persetujuan pembongkaran oleh Bupati, dan bangunan gedung 
fungsi khusus oleh Menteri.” 
15) Pasal 26 ayat (4) menyebutkan bahwa: “Penerbitan surat 
persetujuan pembongkaran bangunan gedung untuk dibongkar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk bangunan 
gedung rumah tinggal.” 
16) Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pengawasan dan 
pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan 
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oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perizinan 
dan/atau pengawasan.” 
17) Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Kegiatan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi 
bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.” 
18) Pasal 32 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Kegiatan pengendalian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, 
pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan pengenaan 
sanksi.” 
19) Pasal 32 ayat (5) menyebutkan bahwa: “Dinas dalam melaksanakan 
pengawasan, berwenang untuk: 
a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan 
mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja; 
b. memeriksa apakah pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan 
sesuai dengan syarat teknis yang tercantum dalam IMB; dan 
c. memerintahkan pemindahan/pembuangan bahan bangunan yang 
tidak memenuhi syarat, dan alat-alat yang dianggap 
membahayakan serta merugikan keselamatan/kesehatan umum 
20) Pasal 32 ayat (7) menyebutkan bahwa: “Kepala lembang/lurah dan 
camat wajib memonitor, mengawasi, menegor, dan melaporkan 
kepada Dinas, setiap pekerjaan mendirikan bangunan yang tidak 
sesuai dengan IMB.” 
21) Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pemeritah Daerah 
melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemberian IMB 
antara lain terkait dengan: 
a. keterangan rencana kabupaten; 
b. persyaratan yang perlu dipenuhi Pemohon; 
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c. tata cara proses penerbitan IMB sejak permohonan diterima 
sampai dengan penerbitan IMB; dan 
d. teknis perhitungan dalam penetapan retribusi IMB 
22) Bupati dapat mencabut atau membatalkan izin apabila: 
a. tidak sesuai dengan peruntukannya; 
b. pemegang izin tidak memulai pekerjaan mendirikan bangunan 
dalam waktu 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan, kecuali 
dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau 
c. pemegang izin tidak memulai pekerjaan mendirikan bangunan 
dalam waktu 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan, dan 
menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, 
diberikan perpanjangan waktu paling lama 6 (enam) bulan 
terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada huruf b. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum 
empiris, dengan bentuk deskriptif analis yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian dan dilakukan 
dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.  
Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke 
lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan 
atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan 
wawancara dengan beberapa responden yang dianggap memberikan informasi 
mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 
B. Lokasi Penelitian 
Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi 
ini, penulis akan melakukan penelitian pada wilayah di Kabupaten Tana Toraja 
dengan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini.  Adapun lokasi penelitian 
yang dipilih penulis guna menunjang data adalah Kantor Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja. 
Alasan penulis memilih tempat tersebut dikarenakan Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja merupakan Pembina 
dan Pengawas dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Dan sudah 
seharusnya, sebagai SKPD/unit kerja tersebut yang melakukan tugas untuk 
melakukan pengawasan atas Izin Mendirikan Bangunan.  
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C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
antara lain berupa: 
1. Jenis Data 
Berdasarkan perolehannya, penulis membagi dua jenis data, yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara 
langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara 
interview pada pihak-pihak yang terkait (responden) dengan masalah 
yang dibahas. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau 
bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari 
peraturan perundang-undangan, tulisan, makalah, buku-buku, dan 
dokumen atau arsip atau bahan lain serta informasi dari pejabat 
instansi berwenang yang berhubungan dan menunjang dalam masalah 
penelitian.  
2. Sumber Data 
Untuk membahas masalah ini penulis menggunakan sumber data 
sebagai berikut: 
a. Responden 
Responden dalam penelitian ini yaitu Pegawai Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja 
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b. Dokumen  
Berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan 
operasional, dan data yang lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian penulis. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 
prosedur sebagai berikut:40 
a. Studi Kepustakaan (Library Research)  
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 
literatur, peraturan perundang–undangan dan peraturan lainnya baik 
buku–buku literatur ilmu hukum serta tulisan–tulisan hukum lainnya 
yang relevan dengan permasalahan penulisan skripsi ini.  
b. Studi Lapangan (Field Reasearce)  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian 
melalui pengamatan langsung (observasi), dokumentasi dan 
wawancara dengan pihak-pihak terkait atau berkompeten.  
 
 
                                                          
40Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,hal 176. 
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E. Analisis Data 
Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan, data yang telah terkumpul 
baik data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis 
dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami 
kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh 
kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan 
menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten 
Tana Toraja 
Aktivitas pembangunan fisik di Kabupaten Tana Toraja akhir-akhir ini 
mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini merupakan rangkaian perubahan 
menuju kemajuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang 
paling nampak adalah pembangunan rumah penduduk yang setiap saat terus 
bertambah.  
Pembangunan rumah merupakan salah satu bukti bahwa kesejahteraan 
masyarakat mulai meningkat. Pembangunan rumah bisa menjadi aset dan 
investasi untuk masa depan. Sehingga masyarakat mulai berlomba-lomba untuk 
mendirikan bangunan. Namun demikian, pembangunan rumah yang tidak 
terkendali dapat mempengaruhi rencana tata ruang wilayah suatu daerah. Hal ini 
berdampak pada menurunnya kualitas visual suatu daerah. Di samping itu, potensi 
kerusakan bangunan akibat bencana alam semakin besar serta masalah-masalah 
lain yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang.  
Pembangunan yang kian hari kian bertambah harus terus diawasi sehingga 
keberadaan bangunan tersebut bisa sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 
Kabupaten Tana Toraja. Bangunan yang tertata rapi pun bisa menjadi salah satu 
daya tarik suatu daerah apalagi Kabupaten tana Toraja yang terkenal sebagai salah 
satu tujuan wisata di Indonesia. 
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Berbagai peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk mengatur 
bangunan dan izin mendirikan banguan. Tujuan dasar pengurusan izin mendirikan 
bangunan bagi pemerintah yaitu untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan 
penertiban bangunan serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pendirian 
bangunan sesuai dengan tata ruang serta menjadi salah satu sumber pendapatan 
asli daerah (PAD). Pemberian IMB bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah saja 
tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri. Manfaat yang diperoleh masyarakat yaitu 
untuk pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan, dan untuk memperoleh 
pelayanan   utilitas umum seperti pemasangan / penambahan jaringan listrik, air 
minum, hydrant, telepon, dan gas. 
Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja 
dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tugas 
pengawasan bangunan merupakan salah satu tugas pokok dan melekat pada dinas 
tersebut. Untuk mengoptimalkan tugas pengawasan tersebut, maka Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membentuk tim yang dinamakan 
Polisi Sempadan. Anggota Polisi Sempadan berjumlah 10 orang dan merupakan 
staf dari dinas tersebut. Tugasnya ada dua (2) yaitu: (1) Melaksanakan 
pengendalian dan pengawasan bangunan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja, 
dan; (2) Menertibkan bangunan-bangunan yang menyimpang dan tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Polisi sempadan menjalankan tugas pengawasan melalui 2 macam 
pengawasan yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan 
preventif ini dilakukan sebelum surat izin mendirikan bangunan dikeluarkan. 
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Polisi Sempadan akan meninjau lokasi yang dimintai rekomendasi oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Polisi sempadan 
melakukan pengawasan terhadap rencana pembangunan dan peninjauan lokasi 
bangunan. Polisi Sempadan bukan hanya mengawasi bangunan berdasarkan 
berkas yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu saja, tetapi juga turun lapangan untuk meninjau 
pembangunan-pembangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan John Dalame selaku Kepala 
Seksi Perizinan Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Tana Toraja mengatakan bahwa:41 
“Polisi Sempadan melakukan pengawasan terhadap bangunan hampir setiap 
hari. Pengawasan dilakukan dengan pemantauan terhadap bangunan-bangunan 
yang telah berdiri ataupun bangunan yang telah direncanakan pembangunannya 
baik yang belum memiliki IMB maupun yang sudah memiliki IMB.” 
Lebih lanjut, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dinas 
Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja mengatakan 
bahwa:42 
“Polisi Sempadan melakukan pemantauan awal sesudah pemohon mengajukan 
permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. 
Kami akan turun lapangan untuk memantau apakah sesuai antara isi-isi berkas 
permohonan dengan kenyataan di lokasi atau tidak, dan apabila sudah sesuai 
semuanya dan syarat-syarat dipenuhi misalnya jarak bangunan dengan as jalan 
sudah sesuai, kemudian rekomendasi dikeluarkan. Pengawasan bukan hanya 
karena ada permohonan surat izin mendirikan bangunan sehingga memerlukan 
rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tetapi 
juga mengawasi semua bangunan di Kabupaten Tana Toraja. Pengawasannya 
hampir setiap hari. Apabila kami turun memantau dan menemukan lokasi-
lokasi yang sepertinya ada aktivitas untuk merencanakan pembangunan maka 
                                                          
41 Wawancara dengan John Dalame, tanggal 19 Juli 2017 di Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja 
42 Wawancara dengan Andarias Lebang, tanggal 4 Juli 2017 pukul 09.00 di Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja 
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kami mendatangi lokasi tersebut. Aktivitas-aktivitas yang dimaksud misalnya 
sudah ada tukang-tukang bangunan atau sudah ada pasir, kerikil, besi dan 
bahan bangunan lainnya. Kami menanyakan apakah pemilik bangunan sudah 
terlebih dahulu mengurus surat izin mendirikan bangunan atau belum. Kalau 
belum mengurusnya, maka kami memerikan surat panggilan dan mengarahkan 
pemilik bangunan untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan terlebih 
dahulu sebelum melanjutkan pembangunan.” 
Jadi, dalam hal penerbitan rekomendasi merupakan hasil pengawasan yang 
dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam bentuk 
observasi. 
Izin mendirikan bangunan sangat penting untuk dimiliki oleh pemilik 
bangunan. Maka dari itu, proses permohonan dan pengurusan IMB harus 
dilakukan sesuai alur dan waktu yang singkat sehingga memudahkan bagi 
masyarakat dalam mengurusnya. Alur penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan 
di Kabupaten Tana Toraja dimulai dengan pemasukan berkas permohonan oleh 
pemohon di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Tana Toraja. Berkas permohonan disertai dengan persyaratan. 
Persyaratan yang dimaksud yaitu: 
1. Photo copy KTP atau data diri 
2. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 
3. Bukti Pembayaran Pajak Tahun Terakhir (Perpanjangan) 
4. Photo copy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan/ Kepesertaan BPJS 
5. Surat kuasa bagi pemohon yang tidak mengurus sendiri 
6. Surat kepemilikan tanah diketahui oleh Pemerintah setempat 
7. Sertifikat hak milik/ akte jual beli/ akte hibah 
8. Gambar bangunan (denah bangunan tampak depan, tampak samping 
kanan, tampak samping kiri, potongan AA, dan potongan BB) 
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9. Surat keluasan tanah jika tidak memiliki sertifikat. 
Petugas pendaftaran izin melakukan pengecekan terhadap berkas persyaratan 
pemohon. Jika berkas tidak lengkap, maka pemohon akan diminta untuk 
melengkapi berkas persyaratan permohonannya kemudian melangkah ke tahapan 
selanjutnya. Namun, jika berkas telah lengkap, maka berkas disampaikan kepada 
petugas verifikasi untuk ditindaklanjuti. Kemudian, petugas akan mengirim berkas 
ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berkas tersebut akan 
digunakan untuk meninjau lokasi pembangunan yang direncanakan. Pemeriksaan 
lapangan tersebut diamanatkan di dalam pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Tana 
Toraja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 
“Bupati atau pejabat yang ditunjuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan dokumen rencana teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) serta melakukan pemeriksaan 
teknis di lapangan”. Dokumen administrasi yang dimaksud yaitu: 
1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian 
pemanfaatan tanah; 
2. Data kondisi/ situasi tanah (letak/lokasi dan topografi); 
3. Data pemilik bangunan; 
4. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam kasus sengketa; 
5. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-
PBB) tahun berkenaan; 
Sedangkan dokumen rencana teknis yang dimaksud yaitu: 
1. Gambar rencana/arsitektur bangunan; 
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2. Gambar sistem struktur; 
3. Gambar sistem utilitas; 
4. Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil 
penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih; 
Hal lain yang begitu diperhatikan oleh Tim Polisi Sempadan yaitu posisi/garis 
sempadan bangunan dihitung dari as jalan. Pada saat meninjau lapangan, tim 
teknis menyusun berita acara pemeriksaan lapangan yang selanjutnya akan 
ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Dinas. Apabila lokasi tersebut 
dinyatakan layak untuk didirikan bangunan maka petugas perizinan akan 
menghitung besaran retribusi bangunan tersebut. Besaran retribusi yang dimaksud 
dihitung berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 
Setelah meninjau lokasi pembangunan yang direncanakan, maka Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja akan 
mengeluarkan surat rekomendasi penerbitan izin apabila lokasi yang dimaksud 
layak untuk dilakukan pembangunan. Jika lokasi tersebut tidak layak untuk 
didirikan bangunan, maka surat rekomendasi tidak akan dikeluarkan. Surat 
rekomendasi menjadi syarat untuk melanjutkan pembuatan surat izin mendirikan 
bangunan. Surat rekomendasi disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja. Kemudian Petugas validasi 
yang menerima surat rekomendasi izin akan menyampaikan berkas untuk 
kemudian dicetak. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu 
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Pintu Kabupaten Tana Toraja  mengesahkan surat Izin Mendirikan Bangunan 
tersebut. Pemohon dapat mengambil surat Izin Mendirikan Bangunan setelah 
pembayaran retribusi IMB yang juga dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja. Itulah rangkaian proses 
untuk mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
Kasus pelanggaran yang biasanya ditemui oleh Tim saat meninjau lokasi 
yaitu: 
1. Perbedaan pernyataan di berkas permohonan saat mengurus dengan 
kenyataan di lapangan. 
2. Garis sempadan bangunan diukur dari as jalan atau dari tepi sungai 
ternyata tidak memenuhi syarat. 
Pada kasus pertama, masih didapati pemohon yang mengurus Izin 
Mendirikan Bangunan untuk bangunan dengan satu lantai namun saat ditinjau, 
bangunan yang dibangunan ternyata dua(2) lantai. Pada kasus ini, pemohon 
diperintahkan untuk mengurus ulang Izin Mendirikan Bangunan dengan sebenar-
benarnya. Kasus lain yaitu perbedaan luas bangunan di permohonan dengan 
kenyataan di lokasi. Kedua kasus tersebut sengaja dilakukan oleh pemohon untuk 
mengurangi besaran retribusi yang dibayarkan. Hal lain pula yang didapati yaitu 
pemberian pernyataan tidak benar (palsu) mengenai batas-batas tanah serta 
pemalsuan tanda tangan di kolom persetujuan tetangga yang menyatakan tidak 
keberatan dan memberikan persetujuan karena tidak terganggu dengan segala 
kegiatan pekerjaan fisik bangunan yang dikerjakan oleh pemohon.  
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Berikut merupakan jumlah surat izin mendirikan bangunan yang telah 
dikeluarkan oleh dinas terkait selama kurun waktu 3 tahun mulai dari tahun 2014 
hingga tahun 2016. 
Tabel. 1 : Jumlah Surat Izin Mendirikan Bangunan yang 
dikeluarkan berdasarkan tahun 
No. Tahun 
Jumlah IMB yang 
dikeluarkan 
1. 2014 388 
2. 2015 223 
3. 2016 312 
Sumber: Dinas perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman dan dinas penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu 
Data di atas menunjukkan jumlah bangunan yang bertambah setiap tahunnya. 
Namun demikian, jumlah tersebut merupakan jumlah bangunan yang terdata 
melalui pengurusan surat izin mendirikan bangunan. Sehingga jumlahnya masih 
bisa bertambah mengingat masih saja terdapat bangunan yang berdiri tanpa 
pengurusan izin mendirikan bangunan terlebih dahulu.  
Pertumbuhan bangunan tanpa adanya kontrol dari pemerintah akan merusak 
tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Kabupaten Tana 
Toraja sendiri, rencana tata ruang wilayah telah disusun dan ditetapkan melalui 
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2031. Melalui Perda 
tersebut, pemerintah menetapkan zonasi-zonasi untuk mengembangkan potensi 
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daerah sehingga pemerataan pembangunan bisa terwujud di Kabupaten Tana 
Toraja. 
Dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan bahwa “Bupati 
dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada RDTRK, RTBL, 
dan/atau RTRK”. Namun berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang 
Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman menyatakan bahwa “belum ada realisasi terhadap pasal tersebut. 
Pemohon dapat mengajukan permohonan IMB di semua wilayah di Kabupaten 
Tana Toraja”. Pada saat mengurus surat Izin mendirikan Bangunan, pemerintah 
tidak memberikan arahan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten 
Tana Toraja. Sehingga pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan pemetaan-
pemetaan yang telah ditentukan. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi 
pembangunan dan kemajuan daerah di waktu yang akan datang.  
Selain mengawasi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan 
Bangunan, Polisi Sempadan juga mengawasi bangunan yang telah memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan. Setelah memiliki surat izin mendirikan bangunan, pemilik 
bangunan tidak berarti lepas dari pengawasan. Pengawasan yang dilakukan 
dimaksudkan untuk memantau atau meninjau kembali apakah pembangunan yang 
dilakukan sesuai dengan izin yang dikeluarkan.  
Dalam masa pengawasan, baik bangunan yang belum memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan maupun yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan 
tetapi memiliki pelanggaran maka tetap akan dikenai sanksi administrasi. Sanksi 
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yang diberikan yaitu berupa surat teguran (peringatan tertulis) yang juga 
merupakan surat panggilan. Pemilik bangunan dipanggil untuk menghadap dan 
menyelesaikan surat izin mendirikan bangunan yang dimaksud.  
Apabila pemilik bangunan tidak menghadap pada hari yang telah ditentukan, 
maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan memberikan 
surat panggilan kedua. Apabila belum juga menghadap, maka surat panggilan 
ketiga akan diberikan. Dan apabila pemilik bangunan yang bersangkutan tidak 
mengindahkan maka pihak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menghentikan 
sementara proses pembangunan sampai pemilik bangunan mengurus surat izin 
mendirikan bangunannya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Andarias Lebang selaku Kepala Bidang 
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan yang mengatakan bahwa:43 
“Pada bangunan yang telah memiliki IMB, kami tetap melakukan pengawasan 
atau pemantauan. Pemantauan kami lakukan dengan turun ke lapangan 
meninjau. Kami juga meninjau bangunan yang dilaporkan oleh masyarakat 
untuk melihat dan memastikan laporan tersebut. Apabila terdapat pelanggaran 
maka kami akan memberikan surat teguran yang sekaligus surat panggilan. 
Apabila pemilik bangunan tidak hadir pada hari yang ditentukan, maka kami 
akan memberikan surat panggilan kedua. Jika hal tersebut belum juga 
diindahkan maka kami akan memberikan surat panggilan ketiga. Apabila 
dalam panggilan ketiga, pemilik bangunan tidak mengindahkannya lagi maka 
kami akan membentuk tim untuk melakukan pembongkaran paksa. 
Pembongkaran merupakan upaya terakhir yang dilakukan. Tim yang dibentuk 
merupakan gabungan beberapa instansi yang terkait seperti Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman itu sendiri, Satpol PP, Kepolisian, dan 
Kodim. Tim ini dibentuk oleh Bupati dengan mengeluarkan SK. Kami tidak 
mengharapkan ada kejadian seperti itu yang terjadi. Selain pembongkaran yang 
dilakukan oleh tim terpadu, ada pula pemilik bangunan yang kemudian 
membongkar sendiri bangunannya yang melanggur aturan.” 
                                                          
43 Wawancara dengan Andarias Lebang pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 10.00 WITA 
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Pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan bangunan, persyaratan 
teknis bangunan dan keandalan bangunan44. Persyaratan teknis yang dimaksud 
yaitu:45 
a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang 
bersangkutan 
b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan 
c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah 
dan KTB yang diizinkan apabila membangun di bawah permukaan 
tanah 
d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang 
diizinkan 
e. KDB maksimum yang diizinkan 
f. KLB maksimum yang diizinkan 
g. KDH minimum yang diwajibkan 
h. Jaringan utilitas kota 
i. Keterangan lain yang terkait. 
Namun pada kenyataan, hal-hal yang ditinjau oleh Tim Polisi Sempadan 
yaitu: 
1. Gambar bangunan apakah sesuai dengan yang ada di lampiran 
Izin Mendirikan Bangunan atau terjadi perubahan sehingga 
berbeda. 
2. Perubahan letak atau posisi bangunan dan tampak bangunan. 
3. Fungsi bangunan. 
4. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung. 
Mengenai KDB, KLB, KDH, dan jaringan utilitas kota tidak diperiksa oleh Tim 
Polisi Sempadan dikarenakan Tim tersebut tidak memiliki kompetensi di bidang 
tersebut. 
                                                          
44 Lihat di Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 32 ayat (2) 
45 Lihat di Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 16 ayat (3) 
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Berikut adalah tabel jumlah bangunan bermasalah di Kabupaten Tana Toraja 
yang terdata oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Tana Toraja. 
Tabel 2: Bangunan yang bermasalah di Kabupaten Tana Toraja 
No. Permasalahan 
Jumlah Pelanggaran 
2014 2016 
2017 
(januari
-juni) 
1 Belum Memiliki IMB 223 56 16 
2. Bangunan tidak sesuai IMB 4  2 
3. 
Melanggar garis sempadan 
jalan 
24 9 12 
 Jumlah pelanggaran 251 65 40 
Sumber :  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Tana Toraja 
Data tersebut hanya merupakan sebagian data yang tersisa di Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jumlah pelanggar lebih banyak 
dari data yang diatas. Namun tidak semua terangkum dikarenakan banyaknya 
surat panggilan yang tercecer sehingga hanya tersisa beberapa saja. Namun 
demikian, dari data diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran bangunan yang 
dilakukan jumlahnya masih banyak. Pelanggar yang belum memiliki IMB, ada 
yang telah mengurusnya terlebih dahulu namun terkendala pada berkas. 
Contohnya, banyak berkas permohonan IMB yang akhirnya tidak dikeluarkan 
rekomendasinya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman karena 
bangunan yang direncanakan atau bangunan tersebut telah berdiri dan tidak sesuai 
dengan garis sempadan jalan. Hal tersebut kemudian yang membuat beberapa 
pemilik bangunan yang belum memiliki IMB nekat untuk mendirikan dan 
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menyelesaikan pendirian bangunannya. Kemudian setelah bangunannya selesai, 
kemudian pemilik bangunan mengurus IMB. Pengurusan IMB tersebut hanya 
untuk membayar retribusi yang dikenakan pada pengurusan Izin Mendirikan 
Bangunan. 
Dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh kasus mengenai pengawasan 
yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terhadap Izin Mendirikan 
Bangunan yang dimiliki oleh Pemilik Klinik Harapan Bunda yang terletak di jalan 
poros Toraja – Makassar. Pemilik Klinik Harapan Bunda mengantongi Izin 
Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh 
pemilik klinik tersebut yaitu limbah klinik yang tidak dikelola dengan baik sesuai 
dengan perosedurnya sehingga mengganggu masyarakat sekitar klinik tersebut. 
Saat ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana 
Toraja sedang menangani masalah ini. Pemilik klinik telah diberi teguran 
sebanyak tiga (3) kali. Dan saat ini, Tim Polisi Sempadan mengarahkan pemilik 
untuk pengurusan izin klinik serta izin gangguan di Dinas Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu.  
Dalam hal penegakan sanksi jika pada saat pengawasan didapatkan adanya 
bangunan yang menyalahi izin mendirikan bangunan, maka akan diberikan sanksi 
berupa teguran tertulis sekaligus sebagai surat panggilan. Surat panggilan 
diberikan sebanyak 3 kali. Pada surat teguran pertama, pemilik bangunan akan 
diberikan peringatan untuk menghentikan sementara proses pembangunannya dan 
menghadap di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jika 
pemilik bangunan di hari yang ditentukan tidak menghadap dan tetap melakukan 
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pembangunan maka teguran kedua diberikan. Jika pemilik masih mengabaikan 
maka akan diberikan surat teguran ketiga yaitu penghentian tetap pembangunan. 
Namun jika bangunan telah berdiri maka pemilik bangunan tersebut diperintahkan 
untuk membongkar bangunannya. Jika belum juga membongkar hingga waktu 
yang diberikan berakhir maka akan dilakukan pembongkaran oleh tim terpadu.  
Mengenai pencabutan Izin Mendirikan Bangunan, sanksi tersebut diberikan 
kepada pemilik bangunan yang merubah fungsi bangunan tidak sesuai dengan Izin 
Mendirikan Bangunan yang dimiliki. 
Di tahun 2016 dan beberapa tahun sebelumnya telah ada kasus hingga tahap 
pembongkaran oleh tim terpadu namun jumlah tidak diketahui. Untuk tahun 2017 
sendiri, hingga saat ini belum ada pembongkaran yang dilakukan terhadap 
bangunan oleh tim terpadu. Yang ada yaitu pembongkaran yang dilakukan oleh 
pemilik bangunan itu sendiri. Pembongkaran dilakukan setelah mendapat teguran 
dan perintah pembongkaran oleh Tim Polisi Sempadan. 
B. Faktor-Faktor  Penghambat Dalam Mengawasi Izin Mendirikan 
Bangunan di Kabupaten Tana Toraja 
Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan merupakan tugas dari Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Di dalam melakukan tugasnya 
sebagai pengawas IMB, tidaklah berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa faktor 
yang menghambat pengawasan terhadap IMB. Menurut Pak Andarias Lebang 
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selaku kepala bidang pengendalian dan pengawasan bangunan pada dinas 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, menyebutkan bahwa:46 
“terdapat beberapa hambatan kami dalam melakukan pengawasan terhadap 
izin mendirikan bangunan, yaitu: 
a. Belum adanya peraturan Bupati yang mengatur mengenai teknis 
pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemberian Izin 
Mendirikan Bangunan. 
b. Jumlah pengawas yang sangat sedikit untuk mengawasi semua 
bangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
c. Kurangnya kesadaran dari masyarakat.” 
Faktor yang pertama yaitu faktor belum adanya peraturan Bupati yang 
mengatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 
Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini tentu 
menyulitkan pengawas untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Perda yang 
ada tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengawasan, instansi-
instansi yang berwenang turun melakukan pengawasan, dan hal-hal lain mengenai 
penertiban Bangunan. 
Faktor kedua yaitu keterbatasan jumlah pengawas menyulitkan pengawasan. 
Hanya ada 10 pengawas yang mengawasi izin mendirikan bangunan di Kabupaten 
Tana Toraja. Jumlah tersebut sangat sedikit bila melihat luas dan banyaknya 
kecamatan di Kabupaten Tana Toraja. Terdapat 19 Kecamatan di Kabupaten Tana 
Toraja dengan jarak yang lumayan luas. Hal tersebut membuat beberapa daerah 
yang tidak terjangkau untuk diawasi. Hal yang paling memprihatinkan yaitu 
semua anggota pengawas bangunan dari Tim Polisi Sempadan tidak mempunyai 
                                                          
46 Wawancara dengan Bapak Andrias Lebang selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 4 Juli 
2017 pukul 09.30 WITA. 
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kompetensi di bidang arsitektur dan bangunan. Sehingga dalam melaksanakan 
tugas pengawasan bangunan, tim Polisi Sempadan hanya memeriksa sebagian dari 
persyaratan teknis.   
Mengenai sarana dan prasarana pendukung, Polisi Sempadan telah memiliki 
beberapa kendaraan dinas yang dapat digunakan namun ketika turun lapangan, 
tim tidak menggunakan perlengkapan keamanan seperti helm, rompi, dan sepatu 
khusus sehingga bisa menimbulkan resiko keselamatan kerja. Ketika dalam 
pengawasan sampai pada tahap penertiban dan pembongkaran bangunan, tim 
hanya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk penyewaan alat berat. 
Faktor ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam usaha untuk 
mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. Masyarakat 
cenderung cuek dan mengurus Izin mendirikan bangunan setelah adanya teguran 
dari pengawas yang turun ke lokasi untuk meninjau bangunan. Bahkan adapula 
masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui mengenai aturan mengurus Izin 
Mendirikan Bangunan sebelum mendirikan bangunan. Hal ini karena kurangnya 
sosialisasi dari Dinas terkait mengenai kewajiban mengurus Izin Mendirikan 
Bangunan sebelum mulai membangun. Juga masyarakat yang melanggar 
ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan yang kemudian diberi surat 
teguran/panggilan pertama, tidak langsung menghadap dan/ataupun menghadap 
tetapi tidak mengindahkan arahan pengawas. Hal tersebut membuat pengawas 
harus memberikan surat teguran sekaligus surat panggilan berikutnya. Juga 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus pelanggaran Izin 
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Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. Masyarakat banyak yang takut 
melaporkan pelanggaran yang terjadi. 
Pemilik bangunan merupakan salah satu faktor yang menentukan tegaknya 
hukum dalam hal izin mendirikan bangunan. Apabila pemilik bangunan sadar 
akan kewajiban dan aturan mengenai pendirian bangunan maka penegakan aturan 
dan pengawasan akan berjalan dengan baik. Hal ini merupakan kondisi ideal yang 
diharapkan oleh semua pihak. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut memiliki 
banyak tantangan untuk diwujudkan.  
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 
yaitu: 
1. Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana 
Toraja dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Kabupaten Tana Toraja. Dinas tersebut membentuk tim 
untuk mengawasi semua bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Tana 
Toraja yaitu Tim Polisi Sempadan. Pengawasan yang dilakukan yaitu 
pengawasan sebelum Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan dan 
Pengawasan setelah Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan. Pengawasan 
sebelum IMB dikeluarkan, berupa peninjauan lokasi sebelum surat 
rekomendasi dikeluarkan. Pengawasan setelah IMB dikeluarkan berupa 
peninjauan apakah aktivitas pembangunan yang dilakukan sesuai dengan 
apa yang dimohonkan dalam IMB yang telah diberikan. Tim Polisi 
Sempadan masih belum optimal bila ditinjau dari pelanggaran-pelanggaran 
yang masih terjadi.  
2. Faktor penghambat dalam mengawasi Izin mendirikan bangunan di 
Kabupaten Tana Toraja yaitu: 
a. Belum adanya peraturan Bupati yang mengatur mengenai teknis 
pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemberian Izin 
Mendirikan Bangunan. 
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b. Jumlah pengawas yang sangat sedikit untuk mengawasi semua 
bangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
c. Kurangnya kesadaran dari masyarakat. 
 
B. Saran  
1. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tana Toraja segera menyusun 
Peraturan Bupati sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian 
Izin Mendirikan Bangunan sehingga pengawasan bangunan bisa dilakukan 
dengan optimal. 
2. Pengawas yang dalam hal ini Tim Polisi Sempadan sebaiknya ditambah 
jumlahnya yang berkompeten dibidangnya sehingga mampu mengawasi 
bangunan-bangunan yang ada di semua kecamatan di Kabupaten Tana 
Toraja. 
3. Diharapkan agar Pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja mengadakan sosialisasi 
Izin Mendirikan Bangunan di semua wilayah di Kabupaten Tana Toraja 
agar semua masyarakat bisa mengetahui pentingnya pengurusan Izin 
Mendirikan Bangunan. 
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